TINJAUAN HUKUM TENTANG PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sumber: https://nasional.sindonews.com

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat saat ini, membuka potensi
pemanfaatan teknologi informasi secara luas. Hal ini membuka peluang bagi pemanfaatan
koneksi, pengelolaan, dan pendayagunaan teknologi informasi dalam volume yang besar
secara cepat dan akurat. Oleh karenanya, pelayanan publik yang didukung oleh teknologi
informasi saat ini sangat penting. Salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah
kecepatan pelayanan (Parasuraman et al., 1988 dalam Mardjiono, 2009), di mana dimensi
tersebut berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan
memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi maka pelayanan
yang diberikan, khususnya layanan jasa akan semakin cepat dan akurat serta memiliki tingkat
akuntabilitas dan kualitas yang tinggi.

New Public Service (NPS) sebagai paradigma terbaru dari Administrasi Negara
meletakkan pelayanan publik sebagai kegiatan utama para administrator negara. Salah
satu intisari dari prinsip NPS ini adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan
dan membagi kepentingan (shared interests) warga negara. Agar kepentingan warga negara
tersebut dapat terdistribusi dengan baik dan adil, diperlukan media pertemuan antara

pemerintah dengan warga masyarakat, sehingga semua kepentingan warga masyarakat dapat
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terakomodasi dengan baik.! Media tersebut adalah teknologi informasi komunikasi yang
dimanfaatkan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan
cepat.

Peningkatan daya saing bangsa pada tingkat regional maupun global mendorong
upaya transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem
informasi, modernisasi manajemen pemerintahan, serta pembaharuan kelembagaan,
deregulasi dan debirokratisasi, pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintahan
berbasis elektronik, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan mengacu kepada peningkatan
efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan
profesional dalam berbagai interaksi.?

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(UU Administrasi Pemerintahan) menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi

pemerintahan berdasarkan:

a. asas legalitas;
b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi
Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.> AUPB vyang dimaksud dalam UU Administrasi

Pemerintahan ini meliputi asas:

kepastian hukum;

o &

kemanfaatan;
ketidakberpihakan;

a2 o

kecermatan;

®

tidak menyalahgunakan kewenangan;

—h

keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

1 Janet V Denhardt dan Robert B. Denhardt, The New Public Service: An Approach to Reform, International
Review of Public Administration 8, 2003, halaman 3.

2 A, Batinggi, Pembangunan Aspek E-Government di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, 2004.

3 Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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h.

pelayanan yang baik.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan

akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem

pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Pada bulan Oktober 2018 telah

ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Perpres SPBE).

B. PERMASALAHAN

Sejalan dengan ditetapkannya Perpres SPBE, terdapat beberapa hal yang akan

dibahas antara lain sebagai berikut:

a.
b.
C.
d.

Apa yang dimaksud dengan SPBE?
Bagaimana tata kelola SPBE?

Apa saja manajemen dalam SPBE?
Siapakah penyelenggara SPBE?

C. PEMBAHASAN

1.

Definisi SPBE

Pasal 1 angka 1 Perpres SPBE menjelaskan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

SPBE atau yang biasa dikenal dengan e-government adalah penyelenggaraan
pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya
menuju good government (World Bank, 2001).4

4 Achmad Habibullah, Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government, Volume 23 No. 3, 2010, halaman 2.
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2. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE
secara terpadu. Unsur-unsur SPBE meliputi Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur
SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan
informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

a. Rencana Induk SPBE Nasional®

Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang
terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Rencana Induk SPBE Nasional

paling sedikit memuat:

1) visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2) arah kebijakan SPBE;

3) strategi SPBE; dan

4) peta rencana strategis SPBE.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Penyusunan
Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Rencana Induk
SPBE Nasional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu

berdasarkan:

1) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional,
dan/atau

2) perubahan kebijakan strategis nasional.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional.

5 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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b. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik®

Avrsitektur SPBE terdiri atas Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi
Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional bertujuan
untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan
informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.

Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur
SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan
atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Arsitektur SPBE Nasional disusun
berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional. Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh:

1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;

2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional untuk domain arsitektur data dan informasi;

3) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE dan arsitektur Infrastruktur
SPBE; dan

4) kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan

siber untuk domain arsitektur Keamanan SPBE.

Pasal 9 ayat (5) Perpres SPBE mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
pedoman penyusunan Arsitektur SPBE Nasional diatur dengan Peraturan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Namun
sampai dengan tulisan hukum ini disusun, Peraturan Menteri tersebut belum

ditetapkan.

6 Pasal 6 — 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 5



Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur
SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing. Untuk
menyelaraskan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Arsitektur SPBE Nasional,
pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Avrsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir
pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE

Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan:

1) perubahan Arsitektur SPBE Nasional,

2) hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;

3) perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat (rencana dan anggaran SPBE, proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE,
dan/atau layanan SPBE); atau

4) perubahan rencana strategis Instansi Pusat.

Avrsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur
SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk
menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE
Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun
terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan
oleh kepala daerah masing-masing. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

tersebut dilakukan berdasarkan:

1) perubahan Arsitektur SPBE Nasional,

2) hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;

3) perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah (rencana dan anggaran SPBE,
proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan
SPBE, dan/atau layanan SPBE); atau
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4) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

c. Peta Rencana SPBE’

Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan

SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE Nasional memuat:

1) Tata Kelola SPBE;
2) Manajemen SPBE;
3) Layanan SPBE;

4) Infrastruktur SPBE;
5) Aplikasi SPBE;

6) Keamanan SPBE; dan

7) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Peta Rencana SPBE Nasional disusun
berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional. Penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta
Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri  yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis
Instansi Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh pimpinan
Instansi Pusat masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi
Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi
dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan

7 Pasal 14-19 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik
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reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai

dengan kebutuhan.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana
SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun

terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
d. Rencana dan Anggaran SPBE®

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan
penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan
anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta
Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing. Untuk keterpaduan rencana SPBE,
penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional. Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi
Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan.

Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan
berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE
Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE,
penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh
perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan
daerah.

8 Pasal 20-22 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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e.

Proses Bisnis®

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam
penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
dan Layanan SPBE. Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada
Avrsitektur SPBE Instansi Pusat. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis
berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah. Proses Bisnis yang saling terkait
disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan

Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Dalam penyusunan Proses Bisnis, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara. Sedangkan kepala daerah berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.
Data dan Informasi®°

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat,
pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
menggunakan data dan informasi tersebut dalam SPBE. Penggunaan data dan
informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar
Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,
penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data
dan informasi. Standar interoperabilitas data dan informasi tersebut ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika.

Instansi Pusat menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE

Instansi Pusat masing-masing. Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi

9 Pasal 23-25 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10 pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah  masing-masing.
Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
g. Infrastruktur SPBE
Infrastruktur SPBE terdiri atas:

1) Infrastruktur SPBE Nasional; dan
2) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:

1) Pusat Data nasional;
2) Jaringan Intra pemerintah; dan

3) Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:

1) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara
bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. Pusat
Data nasional tersebut terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi
persyaratan tertentu.

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang
menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sistem
Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung
dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan
Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 10



menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah
Daerah. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi

Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.'
h. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terdiri atas:

1) Aplikasi Umum; dan
2) Aplikasi Khusus.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara
bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan Aplikasi
Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan
dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan
penggunaan kode sumber terbuka. Dalam hal pembangunan dan pengembangan
Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.*?

Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi
Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah

mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

11 pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
12 pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi
Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan

pengembangan Aplikasi Umum.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi
Umum. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan
Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi
sejenis dengan Aplikasi Umum. Dalam menggunakan aplikasi sejenis, Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;

b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan
aplikasi sejenis;

c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis
dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan

d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.'*

Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori
Aplikasi SPBE. Repositori Aplikasi SPBE dikelola oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.*

Sementara terkait Aplikasi Khusus, Perpres SPBE belum mewajibkan Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Khusus. Pasal 39 Perpres SPBE hanya menjelaskan bahwa Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi
Khusus.

i. Keamanan SPBE'®

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,

keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan

13 pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
14 pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
15 pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
16 pasal 40-41 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan
dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan
pengendalian keamanan lainnya. Untuk penjaminan keutuhan dilakukan melalui
pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan
cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan
mekanisme verifikasi dan validasi. Sedangkan untuk penjaminan kenirsangkalan
dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya
melalui penggunaan sertifikat digital.

Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan
SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/
atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan
di bidang keamanan siber. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar

teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
j. Layanan SPBE

Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
layanan publik berbasis elektronik. Layanan SPBE yang diterapkan pada Instansi
Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara. Sedangkan Layanan SPBE yang diterapkan pada Pemerintah
Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.
1) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan
SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka
meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. Layanan tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan
di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa,

kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan,

Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 13



akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi
pemerintahan. Selanjutnya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
2) Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang
mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Layanan tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan
informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,
perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan
publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta diterapkan
dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Dalam hal layanan publik
berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.!’
3. Manajemen SPBE®®

Manajemen SPBE meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi,
manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen
sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen
Layanan SPBE.

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan
meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui
serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
terhadap risiko dalam SPBE berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. Dalam
pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi
dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

17 Pasal 42-44 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
18 pasal 46-54 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan
informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup,
penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja,
dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE berdasarkan
pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen
keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang keamanan siber.

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,
mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui
serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan
kualitas data berdasarkan pedoman manajemen data SPBE. Dalam pelaksanaan
manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan nasional.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin
ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi
dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat
keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE yang dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan
manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala
daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan
melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan

sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan
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ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE
dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan
pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen
sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan
dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE
dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan
dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE dengan
berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen
pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam
SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,
analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan
SPBE yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. Dalam
pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan
SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian
Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan Pengguna SPBE merupakan
kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan
Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan
pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Pengelolaan

Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang
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berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan
SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan
kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen
SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi
SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional. Tim Koordinasi SPBE
Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi
SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE
pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri

atas:1®

a. Ketua: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara;
b. Anggota:
1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika;
4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional;
5. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan
siber;
6. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan

menteri/kepala lembaga terkait. Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional

19 pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional. Setiap pimpinan Instansi Pusat
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Instansi
Pusat. Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan koordinator SPBE Instansi Pusat.
Koordinator SPBE Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan
kebijakan SPBE di Instansi Pusat. Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh

sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.?

D. PENUTUP

Ketentuan terkait SPBE pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

SPBE dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara
terpadu. Unsur-unsur SPBE meliputi Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE,
Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan
meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen SPBE meliputi manajemen
risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi
informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan,
manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.

Koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE atas pelaksanaan tata kelola SPBE,
manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan
evaluasi SPBE nasional dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.

20 pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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